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fungsz-:. egzs!anf dal’am immsan-se;mra!z (masa i
UUD 1945, mase Konstitusi' RIS, masa’ UUDS
1950 dan:mase . '_UUD J945); yakniiniengenal
“iporsi Kewenangan wiasing-ninsing lenibaga: {DER
s dansPrasidein) dalavy penetapan UU, kinega-DPR
secarg kuansitetif dolamn pembentukan HUidan

penzrapan hak inisictif DPR untuk mengajukan
| suatu rencangen UU, Terbuksi.balwa sebagian
besar UU, bukan bemsal dari hak mzszazrj’ DPR.
yebabrz}:a adal;zk 132 f:
DPR sendiri, sisten politik yang sedl 7 beﬁjala _
el .dan perkembangan mode - "

L P?;E}%?.ﬁhu!ua_, o

Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat:'kijisﬁ:j“ AT
Alinea keempat. Pembukaan serta pasal 1 ayat, (2) Undang. _undang ___Dasar

hak inisiatif dari DPR dalam pembentukan unda‘ag -undang. Dalam mela___i_,
sanakan tugas dan wewenangnya DPR dilengkapi dengan hak~hak tertentu,
yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Tata Teriib Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia No. 10-Tahun-1983. Hak-hak dari DPR tersebut adalah:
I. Hak meminta keterangan pada Presiden;

2. Hak mengadakan penyelidikan;

3. Hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;

4. Hak mengajukan pernyataan pendapat;
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3. Hak mengajukarﬁmengajurkan seseorang: jika d;tentukani‘ffeieh uatu{

ama gesuai dengan ketentuan hikum' yang:
ber}aku; UUD 1945 memmuskan bahwa péniangan kebgaksanaan umum da-
lam. ‘bentuk und -imdang diwujudkan dalam: ker]a samg antard-Presiden
dan‘DPR. Bentuk kerja sama yang diberikan‘oleh DPR dalam hal ini adalah
membenkan ‘persenijuan. Dalam ‘melaksanakan: fung51 legislatifnya tersebut;
salah satu hak'yang’ paimg mendasar dar: DPR adalah hak untuk menga_;'
rancangan undnag_ undan
berasal dari Presiden/peme

_ a zazi merupakan usui mlslat DPR Dengan
demikian. presxden!pemermtah" n DPR _rﬁempunylii*h’akff};a'rig }
mengusulkan suatu ‘rancangan _ang—undang Ternyata Sejara garaan-
Indonesia menungukkan ‘bahwa: pelaksanaan fungsx legislatzf sebaalan Besar
berasal dari preszdenlpemermtah Kondisi ini dapat klta lihat'dari’ produk
leglslatlf yang dihasilkan dalam masa’ ‘berlakunya tiga’ undahg‘-'undang dasar
di ‘negara Indonesia. Hal ini mungkin menyebabkan Iembaga DPR - banyak
mendapat sorotan masyasakat""sehmgga daanggap sebagaa lembaga "empel
dari pihak'pemerintah.:- _

-=-@-Dari':suraianz:fte‘:‘sebut dis atas timbul- asalahan’ yaitu, bagaunana
pelaksanaan: fungsz legislatif DPR dalam masa; berlakunya tiga-undang-
undang:dasar di negara Indonesia: Seianjumya sampai sejauh ‘mang’ lembaga
DPR: mampu mengetrapkaz; hak ;msmtif dalam pembentukan suam undanm
undang oyt fenknn 5 LS

Fungsz legzslataf secara umum':dskenai sebagaa fungsx untuk menetapkan
nndang~undang sekaligus berkaitan dengan lembaga pembentuknya.‘Adanya
fungsi ini‘menunjukan bahwa negara yang melaksanakannya merupakanne-
gara vang demokratis daiam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. UUD
1945 menetapkax} :suatu sistern terterity ‘dalam melaksanskan finesi lesidlatif
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-tersebut yang dimmuskan daiam

aan: g31 iea‘isiatif di bawah UUD 1945 periodepertafﬁa Kon-
snms:.Repubhk@;;donesxq__ _Serlkat 1949 (‘KOnStztum RIS), Undanmundang-

ataLDer -beda; | axan dl bawah 1m menunjukan bahwa o :
: Penode___,.pertama berlakunya VYD, 1945 yaitu-dari tahun: 1945 sampax;s‘
lengan tahun 1949, kekuasaan untuk. menetapkan suatyundang-undang.
ijalankan . oleh ‘pre den: dengan bantuan Komite Nasional: Indonesia
.. Pusat. (KNIP)., Ha! ini: sesuai. dengan ketentuan-Pasal 1V Peraturan:
‘Peralihan UUD 1945 dan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 14
-2::Oktober 1945, Keadaan kemudianberubah dengan dikeluarkannya Mak-
- Jumat Pemermtah tanggal -14 November 1945, tanggung jawab terhadap:
. .pengtapan:serta peiaksanaan suatu-undang-undarig-berada di tangan paras
--menteri, :Dengan:demikian: dalam périetapan suaty. undang—undang dihan"
~ ruskan adanya tanda tangan menteri atau menteri-menteri terkait, b
2. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dikenal adanya dua sxstem dalam
menentukan suatu:peraturan:perundang-undangan; yaitu;~
a. Undang-undang Federal atau yang menyangkut hubunoan satu atau
. beberapa-daerah-bagian, ditetapkan-oleh pemerintah’bersama-sama
el ::; _:dengan:DPR dan:Senat-yang merupakan perwakilan daerah bagian;
w:by - Untuk-pengaturan selebihnya; maka penetapan-undang-undang. diie<:
“ii:i7 tapkan oleh:pemerintah-bersama-sama-dengan DPR saja; - :
“oYane dimaksud denesn nemerinizh dalam haliini adslah nrdciden denoan
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| .eoran atau: eberapa orang manierl Oleh karena 1tu da am setlap

/ kekuésaan perundang undangan
: agtan xm dliakukan olﬂh pemer1ntah=

- ayat.(1) UUD. 1945:_ a!am masalah pembentukan undang-undang yaitu
dilaksanakan oleh’ presiden bersama-sama dengan DPR:Dengan demi-
o kian untuk pengesahan undang-undang hanya ada tanda- tangan presiden
«-dan; sekretaris megara.: Tanda ‘tangan sekretaris ‘negara” :dalam hal ini
adalah untuk kepentmvan pengundangan saja; -sedangkan: tanggung jawab

o ;dalam pengesahan undang»undang berada di tangan presuien

canasii PR secara kuant:tatxf 5] enarnya dapat dmkur darx peiaksanaan
tuaas utamanya sebagai. lembaﬂa pembentuk-undang-undang:- Adapun hasil
praduk legislatif sejak awal-masa kemerdekaan adalah sebagaiberikut:®
1. Pada masa"KNIP-di bawah UUD. 1945 periode pertama; telah d:sem_lm
133 rancanoan undang~undang, juga menghasﬁkan 6 m051 dan 2 mter-
+oipelaside :
2:Dis bawah Kons‘ xmm RI__ e 949 produk 1eﬂisiatxf yang dlhaszlkan adaiah !
of .:;eundang-undang, «dan-satw.undang-undang berasal dari:rancangan: usul:~
+-inisiatif DPR;: 12 mosi, satu. interpelasi dan’ satu_hak bertanya Eonr srnpl
3. Periode berlakunya UUD 1950 terbagi Atas: e e s
a. Periode Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yaltu 1950 -
1956, menghasilkan: 167 undang-undang, dan lima undang-undang
berasal dari rancangan undang-undang usul inisiatif DPRS. Juga
. dihasitkan 21 mosi, 17 interpelasi, dan satu hak bertanya.’

"Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, cet. 14. (Jakadta: PT. Gramedm 1997), hal

*Bintan Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di fndonesra, cet. 1 (Jakana : Gaya
Media Pratama, 1988), hal, 116, N L e

Mbid  hal 117
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b Masa EPR hasﬂ pemxhhan umumjyE ng pertama dl Indonesxa yaltu

dps dand pemyataan pendapatl: - RELE SO R
¢. Tahun! 1977:-:1982; DPR- menahamikan 55 undang~undang, 1 inter-
pelasi tetapl d:tolak dalam sidang pleno DPR, mengajukan 6 hak
nus s bertanyay ‘membicarakan satukali hak angket, menerima 368 delegasz
1 »perorangan dan 4914 delegasi dari masyarakat 8 "+ ¢ i e
d.: Tahun 1982 -1987; DPR: menghasilkan 45 undang-undang dan Per-
:.aruran Tata Tembf-DPR Repubhk Indonésm No 10 ‘Tahun 1983 9.

Memper’mnkan hasﬂ produk Iegtslatlf tersebut terhhat bahwa sebaglan
besarundang-undang:yang berasal dibentuk berasal dari rancangan undang-
undang usulvinisiatif dari:pemerintah;: Bahkan masa Orde Lama dan Orde
Baru ternyata tidak menghasilkan satupun undang~undang ustil :ms:auf DPR
sebagal lembaga perwakllan rakyat hasﬂ pemrhhan umum . ’

*B.N. Marbun, DPR RI, Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, cei. 1, (Jakarta: Gromedia Pustaka
Umum, 1952), hal. 108,

3bid., hal. 124,

‘Budia:ﬁjo, op.it., , bal. 197,
i, hal, 199, ‘
| .sSarag:h op.cit., ha! 124

n..i, a4 e
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III Penerapan Hak Imslahf Dewan’ Perwakﬁan Rakyat

at PR dalam pembentukan undang-undang dlarur secara jelas
ayat' (1) UUD 1945 Kemudxan dxatur secara Iebsh rmcz

nEo] i al kemungkman yang
dxpererakan menghambat pelaksanaan funcrsz para a ggeta DPR cara mak-
mmai Kemuncklnan~kemungk1nan tersebut" aciala :

Sedlkltnya 20 _angﬁ_ota DPR yanc’ terdiri lebih dau satu fraksa meng-
ajuk___

I'ini

tif rancangan und; gwunda'ng secara tertuhs kepada
. tan dewan, ‘;yang dlsertai dengan daﬁar narna pengusul tanda
__"'“tancan dan nama fraksi masmg—masmg, o

1 untuk memberzkan penjelasan mengenax usui rancanwan un~

. dang-undang tersebut;

©d. Setelah para anggota “fraksi memberlkan tanogapannya atas pen;e~
lasan pengusul, maka dalam sidang paripurna kemudian diputuskan
apakah usul diterima atau tidak. Apabila-sebelum rapat- paripurna -
jumlah. pengusul berkurang darz 2{3 -maka-harus. dxleng%capl menjadi

.Y 2 Bk D T
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20.tersebut tidak t_@l_‘p.%en_lihi : ma;;a_us‘u};i;sisiazif men j adi.

'E‘:ngan nndgang-undang: Seiam 1ti1 3da Peraturan ?res;den yang setinwkat
_dengan Peraturan. Pemermtah Ternyata_pasai~pasal dalam UUD 1945

“Dekrit Presiden 1 tangg gal 5 Juli 1959 sebagax iandasaa hukumnya 10
. Selain i presiden juga membubarkan DPR f_dgng_ag ?aﬁ?taﬁa‘?; Presiden

’“Sn Soemantri, M Bunga:Rampai Hukam Tata. Negara Tndonesia;eet.'1] (Bandung Alurani, 1992),

4 g g4 omen



Hak Inisiatif DER .. e 415

-No.?f:S tahurl 1960 karena t1dak menyetujm jumlah Anwa an Pendapatan

t ndak menaruh perhatxan pada adan},ra hak
mls:anf DPR Dalam masa Orde Baru kita melihat bahwa ada %:aianya
kekuatan:politi menentukan lahirnya. prcduk-produk hukum'yang bérsi-
t-'menun_gano keluatan pol;t!k yang ada::Didukung-oleh: undanmundanc
ca tentang: Pemthhan Umum yang berlaku hmgga saat:ini;Golongan %..arya
: da!am;.;l ma: 1=_apelaksanaan pemilihan:umum berhasil-keluag ‘sebagai
k_ekuatan mayoritas tunggal. Selain it sistem perwakﬂan berimbang dan
ﬂ:sx'stem daftar dalam -menetapkan calon: anvgota ‘MPR: dan DPR membuat
:,.;;paranan-Dewan szpman Pusat-amat meneniukan. Hal ini karena penen-
<+ tuan calon tidak ditentukan oleh pimpinan organisasi sosial dan politik.
.~ Akibatnya setelah-calon terpilih ikatan.dengan induk organisasinya makin
. kuaty sedangkan ‘hubungan dengan- rakyat ‘pemilihnya makin: ionggar,
ngawasan terhadap ketaatan ang ggota:-DPR. pada induk. orgamsasmya
- s dimungkinkan dengan adanya hak-recall. dari pimpinan organisasi vang
-+ -diatur-dalam . Undang-nndang tentang: Susunanidan Kedudukan’ MPR,
an,DPRD. Peran pada anggota. DPR lebih banyak ditedtukan Dieh
- frakskyang mempakan perpanjangan ‘tangan; dari- ‘organisasi sosial dan
.. politik, -Sedangkan.organisasi ‘sosial. dan politik juga dihadapkan pada
anyahak d&n presidenuntuk. membekukan organisasi-apabiia. dianggap
telah menyimpang :dari kebgakan yang telah ditentukan. Hak dari pre-
8iden.ni diatur dalam Undang-undang'No. 3, Tahun 1985, tentang Partai
litik dan .Golongan Karya. -Secara tidak langsung berarti pemerintah
mempengaruhl kehldupan dari-organisasi-sosial dan politik. : Dengan
--demikian yang. d;harapkan dari para. anggota, DPR: adalah loyalitasnya
. terhadap induk. organisasi. Jadi bukan. kemampuan- atau: kepekaannya
-..terhadap.. kepentmgan dari. rakyat yang .memilihnya. Karena.itu dapat
‘dimaklumi apabila prakarsa untuk mengajukanrancangan undang-undang
usul inisiatif DPR menjadi minim jumlahnya.
3. Menurut teori pemisahan kekuasaan (trias politica) dari Montesquieu,
tugas dari badan eksekutif adalah melaksanakan undang- undang atau
melaksanakan “kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh
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badan leazsl""'f'f:cendemng dikalahkan oleh ﬁmgSi badan eksekumf
Kenyataan ‘menunjukan:bahwa badan eksekutif juaa turet memprakarsai
kebgaksanaan—kebljaksanaan yang dxbuat oie‘n badan ]egasiatlf Negara

eksekutlf ; _'ehmgga mendorong per .kembangan kekuasaan dari- badan
ekselutif, Faktorfaktor tersebut misalnya; ‘hubungan sosial politik antar
neg_ara_. yang: sémakin berkemban g, juga adanya perk&mhangan teknGlogi
sebaca"'dampak dari suat: proses modernisasinyatanya membawa. peng-
ihyang:tidak: Sedikit. :Di 'segilain’ dalam ‘melaksanakan tuvasnya posisi
an. iegzslatxf cenderung kuranc menguntunwkan ‘karena“ tidak
dmmjang dengan fasilitas-fasilitas serta tenaga-tenaga ahli yang memadai.
iiiBerbeda dengan badan eksekut;f yang: dxtunjang dengan berbagai facihtas
«isertastenagas kerja yanc terampilzdan ahli; membuamya &bl mampu
...;dalam menyusun Suatu ‘Tancangan uﬂdang»undanﬁ Selain itu badan’ ekse—
s+ ohaatifzadalah Jlembaga ryang- terjun’ 1anosung dalam’ melaksanakan suate
“niperaturan: perundang~undangan Kondisiini' membuat badan ckselutif
~'1ebih: :memaham ‘kekurangan atau tidak: sempurnanya sueaty undang-un-
:.idang:+Faktorzlain’ yang cukup besar pencaruhnya -adalahi kenyataan
. bahwa ‘dalam:zaman modern ‘tugas: utama- setiap‘negara adalahi ‘menye-
2 2-_:-;']enggarakan kesejahteraan rakyat Pada- umumnya setiap negara modern
g méngklamﬁkasxkan diri sebagai negara’ kesejahteraan (welfare state).
~+Tentu sajahal:ini‘mendorong badan: eksekutif menjaditebih berperan dan
gemakinjauh - ‘meninggatkan® ‘badan’ iegasianf ‘Pada’ umumnya ‘kondisi
*:idemikian akan’ lebih dirasakan’ dalain negara-negara’ “yang ‘baru merdeka
“atan negara—negara berkembana Nampaknya’ keadaan tidak jauh bérbeda
“'dengan sitiasi di negaraIndonesiai Dalam rangka melaksanakan kegiatan
'-':‘jipembangunan ‘nasional, ‘maka”inisiatif" pemermtah un’mk menetapkan
'i:kebljaksanaan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undancan
:terasa lebih ‘menonjol- dlbandmgkan DPR : :
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R IV Keszmpulan

Hak untuk menﬂajukan suatu rancangan undang»undanﬂ usul mzszatlf
DPR sebenarnya merupakan hak’ vang paling ‘mendasar bagi lembaga’ DPR.
Peperapan hak inisiatif tersebut }ustru menunjukan keberadaan/ek_s:stens; darl_

k. Hal i _dapatklta 'hhat dan akta
sejarah yan menun_]uk'"" betapa mmlmnya hak’? isiatif'ini. digunakan sejak
awal Kemerdekaan ‘negara Indonesia’ Bahkan' pada perlode Orde Lama dan
Orde Baru, hak inisiatif DPR dalam pembentukan undang-undang tidak per-
nah dlgunakan sama’sekali: Beberapa faktor memang mempengaruhi kond:sz
ini, seperti tata car 5*&"10 rumit ‘dalam’ meﬂrajukan ‘hak'inisiatif DPR, srtuasa
politik vang berjalan; serta perkemibangan dalam zaman ‘modern’ yang mem-
perluas kekuasaan badan eksekutif. Tentu saja kondisi tidak akan pernah
berubati bilatidak ada tekad: serta mkad ‘baik: dar; ‘nasing-masing. pihak,
yaitu pihak: penermtah ‘dan para’ anggota DPR: Pihak pemermtah Orde Baru
sudah waktunya ‘bersikap‘lebih terbitka dan berusahia terus msnumbuhkan
kehidupan demokrasi yang sehat. Hal ini menﬂmgat kehidupan ekonomi rak-
yat Indonesia sudah relatif baik; dan semua organisisi’ ‘sosial politik tefah
menerima Pancasifa sebagai asasninggal. Di’ pihak lain para wakil rakyat di
DPR hendaknya mulai menumbuhkan tekad untuk loyal pada rakyat pemilih-
nya, bukan hanya pada induk organisasinya, sehingga mampu bersikap peka
terhadap.kepentingan serta’ kebunihan rakyat: banyak Bertitik ‘tolak ' dari
kepekaan inilah, maka manfaat hak inisiatif DPR dapat berjalan dengan baik
dalam melaksanakan fungsi legislatif dari DPR.
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